BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif dan efisien, maka perlu didukung Pegawai Negeri
Sipil yang berkualitas, profesional, memiliki keunggulan
kompetitif serta memegang teguh etika birokrasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

. bahwa untuk mencapai prinsip objektifitas, tranparansi dan

keadilan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Administrasi maka perlu menerapkan nilai-nilai impersonal,
keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang
terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
Sebagaimana Telah diubah Kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15);
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Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian
Tugas Eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 68);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2011
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian
Tugas Eselon IV pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 70);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 tahun 2014
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian
Tugas Eselon IV pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 20);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 Nomor 48);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun
2016 Nomor 52);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor S55);
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Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 56);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 Nomor 57);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 58);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 59);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 60);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 61);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 62);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
/ Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 Nomor 63);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan

Rakyat dan Pemukiman (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 65);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 66);



Menetapkan

40. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 67);

41. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68);

42. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69);

43. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 70);

44. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 71);

45. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 72);

46. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73);

47. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta. Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74);

48. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

o

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Sipil Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerja pada Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dan atau dipekerjakan/diperbantukan diluar
instansi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan
pembangunan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tim Penilai Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat TPKP adalah Tim
Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota yang bertugas mengelola penilaian kinerja Pegawai Negeri
Sipil guna memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan
selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pemberian
saran/pendapat/masukan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan/atau memberikan pertimbangan untuk kenaikan pangkat bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa
baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Tata Cara
Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi ini bertujuan
untuk menjamin proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat
yang profesional dan akuntabel.



Pasal 4

Ruang lingkup pengangkatan Jabatan Administrasi dalam Peraturan Bupati ini
meliputi:
a. Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III; dan
b. Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IVa dan IVb.

BAB III
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Administrasi harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk Jabatan Administrator yang setara eselon Ill.a paling rendah
menduduki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) dan telah/pernah
menduduki jabatan eselon IIIb paling singkat 2 (dua) tahun;

b. Untuk Jabatan Administrator yang setara eselon IIl.Lb paling rendah
menduduki pangkat/golongan Penata (III/c) dan telah/pernah menduduki
jabatan eselon IV paling singkat 2 (dua) tahun;

c. Untuk Jabatan Pengawas atau setara eselon IV paling rendah menduduki
pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk eselon IV.a dan
Penata Muda (III/a) untuk eselon IV.b;

d. memiliki kualifikasi pendidikan formal yang sesuai dengan syarat Jabatan
tersebut;

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir baik; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 6

(1) TPKP dalam proses pengangkatan Jabatan Administrasi melakukan penilaian
terhadap PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) TPKP mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk tiap-tiap Jabatan Administrasi
yang lowong untuk diajukan kepada Bupati.

(3) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memutuskan salah
satu dari 3 (tiga) calon yang diajukan oleh TPKP pada tiap-tiap Jabatan
Administrasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang ada saat ini tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Tim Penilaian Kinerja Pegawai dibentuk
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 8 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
d.t.o
IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamar
pada tang inggal 8 Mamt 208
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